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AKUNTABILITASKINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN
KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN AREA

Oleh
Musria
1403100172
ABSTRAK

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
kententuan peraturan perundangan-undangan. Buruknya kinerja pelayanan publik
saat ini disebabkan karena belum terlaksananya akuntabilitas yang baik dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang
baik yang bercirikan Good Governance maka yang paling penting diterapkan
prinsip-prinsip salah satunya Akuntabilitas dalam proses pelayanan publik yang
dapat meningkatkan kinerja mereka dan mempertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bagi Masyarakat di
Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area serta peranan Aparatur
Kelurahan Kota Matsum |V Kecamatan Medan Area dalam pelaksanaan
pelayanan salah satunya pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu.Adapun
metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan
pendekatan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi narasumber peneliti
berjumlah 6 orang yaitu, PH Lurah Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan
Medan Area, Sekretaris Lurah, Kas Pemerintahan, Kepala Lingkungan serta
masyarakat yang telah mengurus Surat Keteranagan Tidak Mampu 2 orang.Hasl|
dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area belum dapat dikatakan terwujud dengan baik dan
akuntabel, sesua dengan beberapa kategorisasi yang berhubungan dengan
akuntabilitas, kedisiplinan dan profesionalime Aparatur yang kurang baik pada
jam kerja nya serta tanggung jawabnya dalam pelayanan. Oleh karena itu, dari
hasl yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi dan
rekomendass untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan Surat
Keterangan Tidak Mampu kepada masyarakat.

Kata kunci : Akuntabilitas kinerja, pelayanan bagi masyarakat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu pilgood government yang
merupakan pertanggungjawaban pemerintah daeratmdai@ngambil suatu
keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal inebagaimana
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap amelay publik yang
diberikan. Menurut LAN dan BPKP (2000:6) akuntabsi kinerja merupakan
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atagnjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badanm atau pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau keawgan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Ledvina V. Carmo (1991:4) akuntabilitamiédja adalah suatu
evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sepgetugas baik masih berada
pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jaulardilanggungjawab dan

kewenangannya.

Menurut penjelasan UU No. 28 Tahun 1999, asas akiliths adalah asas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilr atthri kegiatan
penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggualgfaw kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertingggafd sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berRdémianggung jawaban

merupakan pekerjaan yang telah dilaksanakan dars lilypertanggungjawabkan



oleh pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawatiafggungjawaban berarti
menyampaikan laporan baik secara lisan maupunligeytang disampaikan oleh
mereka yang diberi tugas kepada atasannya yang emerugas atau yang

mendelegasikan sebagian dari kewenangannya.

Dalam hal mempertanggungjawabkan kewenangan inikgbarat
pemerintah (ASN) dituntut untuk menjalankan pringguntabilitas kinerja
penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah. Sesuaardemmsip-prinsipGood
Governance, yaitu bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perdajukewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjeavatkeberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencgpan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini dilakekan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik, dengan tujumémk unenjalankan fungsi-
fungsi pokok pemerintahan. Oleh karena itu, menkadvajiban seseorang atau
badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untukpaganggungjawabkan
dan menjelaskan kinerja atau tindakannya kepadakgpthak yang mempunyai

hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atdssbasuh tindakannya.

Seperti yang diketahui selama ini, bahwa kinerzatur Sipil Negara
(Pegawai Pemerintah) dalam organisasi pemerintatmasinh kurang memenuhi
harapan masyarakat, dimana banyak sekali pembotoaga (in-efisiensi) yang
diperparah dengan adanya unsur korupsi, kolusi mgpotisme dalam tubuh
birokrasi kita. Struktur organisasi pemerintaharerda yang dibangun secara
hirarki fungsional yang digerakkan oleh peraturarapuran yang kaku sering kali

tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi peningikakinerja instansi dalam



pemberian pelayanan publik. Oleh karena itu, seakedikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubaigale Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemaentdaerah serta Undang-
UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil ad@g(ASN), maka
Pemerintah Daerah dituntut untuk berusaha menikghgtelaksanaan pelayanan

publik yang dilakukan oleh birokrat pemerintah adguaratur Sipil Negara.

Salah satu yang mendasar pelaksanaan pelayanék fgubebut adalah
dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu yanglulikkan oleh lurah
kemudian yang diketahui oleh camat. Masyarakat imisklalah suatu kondisi
fisik dimana masyarakat yang tidak memiliki akses jrasarana dan sarana
lingkungan yang memadai dengan kualitas pemukinaanp@érumahan yang jauh
dibawah standar kelayakan serta mata pencahariag §ydak menentu yang
mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi pklitlimensi sosial, dimensi

lingkungan dan dimensi ekonomi.

Bagi masyarakat suatu pelayanan yang diberikanepetah kepada
masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuagte@@ya hal nya pembuatan
Surat Keterangan Tidak Mampu ini memiliki dasar dmkyaitu Perbub No. 51
tahun 2010 tentang Surat Keterangan Tidak Mampatir@gmya dasar hukum
suatu pelayanan, sebagai upaya untuk mempertegaganakewajiban masing-
masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publikiang-undang yang
mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yaail yang merupakan fungsi-
fungsi itu sendiri. Negara berkewajiban melayaniiape warga Negara dan

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasalagan pelayanan publik



yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar NegapabRe Indonesia

Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat el@gapan publik yang
dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Sueteddangan Tidak Mampu
dikeluarkan atau dibuat bagi keluarga miskin fungaiuntuk meringankan biaya
ketika berobat di rumah sakit, selain itu suratekatgan tidak mampu juga
seringkali digunakan untuk pengajuan keringanardigitan disekolah maupun
mengurus keperluan di bank serta bisa digunakamkuntiengurus jaminan

kesehatan masyarakat.

Mengingat penerima layanan ini sebagian besaahdabsyarakat miskin,
tetapi fenomena yang terjadi dilapangan masih banyasyarakat mampu yang
memanfaatkan Surat Keterangan Tidak Mampu ini ubntjan tertentu. Di satu
sisi masyarakat miskin belum mengetahui proseduandapembuat Surat
Keterangan Tidak Mampu, akibatnya masyarakat yangini mengurus
pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu merasadgeahgan pada pembuatan
surat ini sehingga sangat mempersulit masyarakaskimi yang sangat
memprihatinkan. Ketika memberikan pelayanan bagyai@kat hendaknya tetap

memperhatikan efisiensi dan efektif.

Masyarakat miskin tentunya juga ingin mendapagi&ayanan yang sama
dengan masyarakat lain. Pemerintah diharapkan mamgnyamakan hak dan
membedakan mulai dari penyerahan berkas hingga ysear Surat Keterangan
Tidak Mampu tersebut selesai. Proses pembuatan Seterangan Tidak Mampu
di Kantor Lurah Kota Matsum IV Kecamatan Medan Aieamasih banyak

disalah digunakan tidak hanya masyarakat miskia gang membutuhkan, akan



tetapi masyarakat mampu pun juga menginginkan SKeterangan Tidak

Mampu tersebut untuk kepentingan lain.

Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja AparatumpilSiNegara dalam
pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat di Kelurakata Matsum IV
Kecamatan Medan Area masih rendah terhadap kebutohayarakat disebabkan
kinerja birokrasi yang kurang optimal. Kelurahaniekmatsum IV yang dalam hal
ini sebagai pelaksana pelayananan publik diharapie@mpu menerapkan prinsip-
prinsip good governance salah satunya akuntabilitas yang dapat memberikan
pelayananan yang professional dan kejelasan infirteatang pelayanan SKTM

sehingga masyarakat dapat mengurus SKTM dengardbaikenar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarikakokan penelitian
dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Masyarakat Di KeluraharKota Matsum [V

Kecamatan Medan Area”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus daendalam maka perlu
diberi batasan masalah. Adapun fokus masalah pi@neini, terkait dengan
pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak MadipKelurahan Kota

Matsum IV Kecamatan Medan Area.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telahaikiam, dapat
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini ddBEgaimana Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaaayelan Bagi Masyarakat Di

Kelurahan Kota Matsum IV kecamatan Medan Area?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dalatu kegiatan, dan
setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujyamg jelas. Tanpa ada arah dan
tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan kemjalan mendapat hasil yang

diharapkan.

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, adapun tdprarpenelitian ini
adalah Untuk Mengetahui Akuntabilitas Kinerja AparaSipil Negara Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Masyarakat Di Kelurakata Matsum IV

Kecamatan Medan Area.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitiandiaiah :

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkanatlapemberikan referensi
pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahasalah praktis

yang berkaitan dengan judul penelitian.



b. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapsnambah ilmu
pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalanghadapi
masalah yang ada.

c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkgratldigunakan sebagai

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu penggtadosial.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah hal-hal mengenai dari laporangh¢ian :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batabéasalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan ManfaatIRen dan

Sistematika Penelitian.

BAB II: Uraian Teoritis

Bab ini menjelaskan Akuntabilitas, kinerja dan Agiar Sipil

Negara, Pelaksanaan dan pelayanan Publik.

BAB IlI: Metode Penelitian

Bab ini mencakup dari Jenis Penelitian, Kerangkagep,Defenisi
Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Dat&nikeAnalisis

Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan Deskripsi Hasil Wawancara dan Bamasan.



BAB V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian saran-saran

untuk kemajuan objek penelitian, daftar pustada ldmpiran-

lampiran.



BAB I
URAIAN TEORITIS
A. Akuntabilitas
1. Pengertian Akuntabilitas
Menurut Moeheriono (2012:99) akuntabilitas adalagwdjiban pihak

karyawan untuk memberikan pertanggungjawaban, njikapa melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yangaatietanggungjawabnya
kepada pihak organisasi atau atasan yang memidikidan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Kumorotomo (2005:95) akuntabilitas adalakuran yang
menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik afmlayanan yang dilakukan
oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dannitdaiyang dianut oleh
masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut pmamengakomodasi

kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Menurut Jabra dan Dwiedi (1998 : 8) akuntabilitasrupakan persyaratan
yang fundamental dalam mencegah penyalahgunaanasad&o dan untuk
menjamin bahwa kekuasaan itu ditujukan secara lemggsintuk pencapaian
tujuan dengan tingkat efesiensi, kejujuran dan jakbanaan yang setinggi
mungkin. Oleh karena itu, syarat yang mendasar diamokrasi terletak pada
responbilitas publik, akuntabilitas para aparat @emtahan dan pelayanan

administrasi.
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Menurut Halim (2012:20) akuntabilitas dalam artiad merupakan
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban segtgerangkan kinerja dan
tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan isegrkepada pihak yang
lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk memp@ganggungjawaban dan
keterangan akuntabilitas juga merupakan perwujud@amajiban mutu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasdéau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujyjaast dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat sarana dan prasrana pguagjwaban secara periodik.

MenurutAfriyadi(2004:23) akuntabilitas merupakagewlajiban-kewajiban
dari individu-individu atau penguasa yang dipercayduk mengelola sumber-
sumber publik dan yang bersangkutan dengannya w#p&t menjawab hal-hal
yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilierkait erat dengan
instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalanh pencapaian hasil pada

pelayanan publik dan menyampaikannya secara trearsgapada masyarakat.

Berdasarkan pandangan beberapa diatas dapat dikamp bahwa
akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban sksorang atau kelompok
orang dalam menjalankan tugas tertentu kepada pibpakberi amanat.
Akuntabilitas berkaitan erat dengan kegiatan kdnterutama dalam hal
pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menykampaecara transparan

kepada masyarakat.
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2. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publikdie dari berbagai
dimensi Ellwood (1993:21) mengemukakan empat dimaksntabilitas publik
berikut ini :

a. Akuntabilitas kejujuran hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghiadapenyalahgunaan

wewenang sedangkan akuntabilitas hukum berkaitamgade adanya

jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturannylinyang
dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik
b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah gussgang digunakan

dalam tugas, sudahkah memenuhi kecukupan sistesrmasi akuntasi,

sistem informasi manajemen dan prosedur admini®trAguntabilitas
proses dimanifetasikan melalui pemberian pelaygnediik yang cepat,
responsif dan murah. Akuntabilitas proses mengtrasikan input
menjadi output. Akuntabilitas proses menekankarwbabeberapa tujuan
mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langgetapi menyajikan
bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas berkaitan dengan masalah pencapaiprant (efektivitas)

dan mempertimbangkan alternatif program yang meikdorer hasil

optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas progréerkaitan dengan
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unit-unit dan birokrat secara individual yang melle&n aktivitas bersama
untuk mencapai efektivitas program.

d. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalattapggungjawaban
pemerintah kepada publik.

3. Jenis Akuntabilitas

Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989 : 5-8) akuntgdslidibagi menjadi

lima macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Administratif
Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban organisaperlukan
pertanggungjawaban yang dimulai dari pusat ke wmit-dibawahnya. Untuk
membatasi hubungan yang bersifat hirarki interrgglr debih baik jelas, maka
dapat dibentuk jaringan yang informal. Oleh kargmaprioritas ditentukan pada
tingkat yang lebih tinggi diutamakan pada jenjanggy paling atas dan ikuti terus
sampai kebawah dan pengawasan dilaksanakan setes# agar aparat tetap
menuruti perintah yang diberikan. Demikian pulaatvibna terjadi pelanggaran
akan diberikan peringatan mulai dari yang palingain sampai kepemecatan.

2. Akuntabilitas Legal

Setiap tindakan administrasi dari aparat pemdrinteharus
dipertanggungjawabkan dihadapan legislative atahaddipan mahkamabh.
Pelanggran kewajiban-kewajiban hukum ataupun katasn kempuannya

memenuhi keinginan Badan Legislatif maka pertanggwaban aparatur atas
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tindakan-tindakannya dapat dilaksanakan dideparggm#an ataupun proses

revisi atau peraturan yang dianggap bertentangagatieundang-undang.

3. Akuntabilitas Politik

Para aparat dalam menjalankan tugas-tugas danjikammya harus
mengakui adanya kewenangan pemegang kekuasaaik poituk mengatur,
menetapkan prioritas dan pendistribusian sumbebsurdan menjamin adanya
kepatuhan pelaksanaan perintah-perintahnya daguaggwab administrasi dan

legal harus dapat diterima oleh pejabat politik.

4. Akuntabilitas Profesional

Para aparat professional berharap dapat memepekeleebasan yang
lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya ddamd menetapkan
kepentingan publik, dan mereka berharap pula adamysukan-masukan yang

baik demi perbaikan.

5. Akuntabilitas Moral

Pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkecara moralitas
tindakan-tindakannya. Oleh sebab itu setiap tindakaparat hendaknya
didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etikaagabmana diakui oleh
konstribusi dan peraturan-peraturan lainnya setterimha oleh publik sebagai
norma dan perilaku sosial yang telah matang. Odetria itu tidak berlebihan bila

publik berharap agar perilaku para politisi danrappemerintah didasarkan atas
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nilai-nilai moral. Akuntabilitas moral perlu dikerabgkan untuk menghindari

penyimpangan kepentingan.

4. Ciri Pemerintah yang Akuntabel

Menurut Sulistoni (2003:35) pemerintah yang akuektabemiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan penarintsecara
terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepéuis.pu
c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan sd&kdgjakan
publik secara proposional.
d. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk tdriitalam proses
pembangunan dan pemerintahan.
e. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai Kkinerjaerigrmance)
pemerintah. Dan pertanggungjawaban publik, masgard&pat menilai
derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiataerjveatn.
B. Kinerja dan Aparatur Sipil Negara
1. Pengertian Kinerja

Menurut Moeheriono (2012:95) kinerja adalah gamianangenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan Rkédnijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organigasg dituangkan melalui

perencanaan strategis suatu organisasi.
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Menurut Gibson dalam Ismail Nawawi (2013:213) bahxinerja adalah
sesorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasimtak melaksanakan
pekerjaan.

Menurut Mangkunegara (2011:9) kinerja pegawaiauahgsil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seoranggps dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikepada kinerja
(performance) dapat diartikan sebagai penampilan kerja seoraggwai terhadap
organisasi dimana ia bernaung dan merupakan gabuagara kemampuan dan
usaha yang dilakukan untuk menghasilkan kinerjaet&r

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan balkiveerja pegawai
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantita ydicapai seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tangguagjyang diberikan
kepadanya.

2. Indikator Kinerja

Menurut Ismail Nawawi (2013:241) indikator kinerfigunakan untuk
meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisaiiu unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka m@ouju tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telahadibdlam materi pelajaran
untuk perencanaan strategis.

Menurut Moeheriono (2012:108) dikemukakan secaraimmindikator
kinerja memiliki beberapa fungsi, langkah, dangesebagai berikut :

a) Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristitertentu yang

dipergunakan untuk mengukur output atau outcamtel &egiatan.
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b) Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukiarajat
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tuyaan

c) Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang ngambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang tetahpkiin oleh organisasi.

d) Suatu informasi operasional yang berupa indikasigapai kinerja atau
kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

3. Aspek-Aspek Kinerja

Menurut Robbins (2011:180) secara umum dapat thkga empat aspek
dari kinerja, yaitu sebagai berikut : 1) kualitasng dihasilkan, menerangkan
jumlah kesalahan, waktu dan ketepatan dalam medakukugas, 2)
tanggungjawab yaitu, menjalankan tugas dan fungssgcara cepat dan tepat
sesuai dengan peraturan yang berlaku, 3) waktwa kenenerangkan berapa
jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yaladn dijalani individu
pegawai tersebut, 4) kerja sama, menerangkan aksgairbana individu

membantu atau menghambat usaha dari teman sekerja.

Dari keempat aspek kinerja dapat dikatakan bamdaiidu mempunyai
kinerja yang baik bila berhasil memiliki keempapeis tersebut sesuai dengan

target atau rencana yang telah ditetapkan olemzasi.

4. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014anhgnAparatur
Sipil Negara dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Neggaiag selanjutnya disingkat

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyahiis Pegawai (ASN)
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemeridéadyan Perjanjian Kerja
yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaiamidanahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negamaykidan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pegawai ASN terdiri atas Pegdveeri Sipil (PNS)
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KerjaPPRalam Undang-undang
tersebut juga dijelaskan bahwa pegawai negeri iy selanjut disingkat PNS
merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegtetap oleh pejabat
Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegasexara nasional,
sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjiara K&PPK) merupakan
pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai denggampan kerja oleh pejabat
pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan. snsRemerintah dan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatgafde dimana
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakag déetapkan oleh
pimpinan Instansi Pemerintah. Dan pegawai ASN hbalms dari pengaruh dan
intervensi semua golongan dan partai politik. Pega$N berfungsi sebagai, (a)
pelaksana kebijakan publik. (b) pelayanan publik (& perekat dan pemersatu

bangsa.

1) Hak pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai PNS

a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas
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Cuti
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
Perlindungan dan

Pengembangan kompetensi.

Kewajiban Pegawai ASN adalah wajib

a)

b)

f)

9)

h)

Setia dan taat pada pancasila, Undang-Undang D¥esgara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik niesla, dan
pemerintah yang sabh.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat petakR yang
berwenang.

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdipijuran,
kesadaran, dan tanggungjawab.

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikapjaku, ucapan
dan tindakan kepala setiap orang, baik di dalam poraudiluar
kedinasan.

Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengd&anukeahsia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundaaggan.
Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara KmesatRepublik

Indonesia.
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C. Pelaksanaan dan Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-ugahq dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksgaagrelah dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhamnaldatyang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara
yang harus dilaksanakan (syukur, 1987:40). Sedangk®enurut Usman
(2002:70), pelaksanaan adalah suatu tindakan agdakganaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang damtepanplementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Dari pengertian diatas dapatlah ditarik suatuirkpslan bahwa pada
dasarnya pelaksanaan adalah suatu program yahgltegapkan oleh pemerintah
harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itapdilgan maupun diluar
lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkdoerdpa unsur disertai
dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alatnenyu Faktor-faktor yang

dapat menunjang program pelaksanaan adalah sdisdait:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapaksiilzakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini yaegkut proses
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan iktessi informasi
yang disampaikan.

b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputisnkpmponen yaitu

terpenuhi jumlah staf dan kualitas mutu, informgang diperlukan guna
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pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup rgelaksanakan
tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yangtudikan dalam
pelaksanaan.

c. Disposisi sikap dan komitmen dari pada pelaksariegradap program
khususunya dari mereka yang menjadi implementagjram khususnya
dari mereka yang menjadi implementer program.

d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Opening PBdoges), yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan prograra. hBk ini tidak sulit
dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena psajatekhusus tanpa

pola yang baku.

Keempat faktor di atas menurut syukur (1987:39@pandang
mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasnun juga adanya
keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faldogysatu dan faktor yang lain
selain itu dalam proses implementasi sekurang-kpmgan terdapat tiga unsur

penting dan mutlak yaitu :

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan mtadéaa program
perubahan dan peningkatan.

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorayayay bertanggung
jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan pdases
implementasi tersebut. Dari pendapat diatas ddpatikatakan bahwa

pelaksana suatu program senantiasa melibatkarakatgur tersebut.
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2. Syarat Pengurusan SKTM
1. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy.
3. Surat pernyataan tidak mampu dari RT dan RW.
4. Surat pengantar dari RT dan RW.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Moenir (1999:26) pelayanan publik adalkégiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekolompok orangaselandasan faktor materil
unit sistem, prosedur dan metode tertentu dalanmgkeanusaha memenubhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Menurut Sinambela (2006:5) pelayanan publik adakmberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yaegpunyaikepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok darcéagayang telah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apdagara Nomor
63/KEP/M.PAN/72003, publik adalah segala kegiataelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayananarkmgilagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaaentl@b peraturan
perundangan.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan balpgyanan publik
adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyacdédat penyelenggara

Negara.
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4. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkahwa

penyelenggaraan pelayan harus memenuhi beberays#pmsebagai berikut :

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, @miuddipahami dan
mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan
Kejelasan ini menyangkut kejelasan dalam hal perségn teknis dan
administratif pelayanan publik, unit kerja atayapat yang berwenang
dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanapedgelesaian
persoalan dalam pelaksanaan pelayanan, rinciagatipelayanan publik
dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian hukum
Pelaksanaaan pelayanan dapat diselesaikan dalam Wwaktu yang telah
ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar tdga sah

5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikanaamsa dan kepastian
hukum.

6. Tanggung jawab
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Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejaang
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan pdayelesaian
keluhan atau persoalan dalam melaksanakan pelayatéik.

. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralati dan pendukung
lainnya memadai termasuk penyediaan sarana damranas teknologi
komunikasi dan informatika (telematika).

. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, safem santun serta
memberikan pelayanan dengan baik.

. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib dan tersediaayana dan prasarana
yang memadai.

Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip pelayanamatas dapat

disimpulkan bahwa tujuan dari pelayanan publik aldlamemuaskan sesuai

dengan keinginan masyarakat atau pelanggan padanmyaudengan mengerti

bagaimana memberikan pelayanan yang baik sesuajadeprinsip-prinsip

pelayanan yang ada. Dengan kata lain, prinsipdpripelayanan digunakan

sebagai acuan bagi pegawai dalam memberikan peayepada publik. Selain

itu prinsip-prinsip pelayanan dapat memudahkan aragat dalam menilai

kinerja para aparat pemerintah dalam memberikaaypehn kepada mereka.
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5. Hakikat Pelayanan Publik

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 tentang pedonmaum
penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan balakiékai Pelayanan Publik
adalah pemberian pelayanan prima kepada masyangkatyj merupakan
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagdirabsyarakat. Sedangkan
yang dimaksud dengan hakikat pelayanan umum adalah

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaaragugan fungsi
Instansi pemerintah di bidang pelayanan umum

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tataalekspelayanan,
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan asedtsih
berdayaguna dan berhasilguna.

c. Mendorong tumbuh kembangnya kreativitas, prakadsa peran serta
masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkaejakeaan
masyarakat luas.

d. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaigiatkn terpadu
yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepaigkép, wajar, dan
terjangkau.

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setisangigpenyelenggaraan
Negara, korporasi, lembaga independen yang dibebtrklasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan baddurh lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Madkpgatd dirumuskan yang

menjadi unsur yang terkandung pelayanan publiluyait
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a. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan olelusbhadan atau
lembaga atau aparat pemerintah maupun swasta.
b. Objek yang dilayani adalah masyarakat (publik) beadkan kebutuhan
c. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa barangjasau
d. Ada aturan atau sistem dan tata cara yang jelasda¢laksanaanya.
Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepgautrpemerintah
meroformasi paradigma pelayanan publik.Reformasagigma pelayanan publik
ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayaublik dari yang semula
berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjddygean yang berorientasi
kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. ibagdu, tidak ada pintu
masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayapablik sesegera mungkin
serta mendengarkan suara publik itu sendiri. Inlahg akan menjadi jalan bagi
peningkatan partisipasi masyarakat dibidang petaygublik.
D. Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bagi
masyarakat
Akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu raku yang
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian |lpeggeaan pelayanan
dengan ukuran nilai atau norma yang ada di masgtetiu yang dimiliki oleh
para stakeholder. Dengan demikian tolak ukur daskuntabilitas pelayanan
publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilaili atau norma-norma yang
diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupanikubl
Dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Til&mpu,

akuntabilitas kinerja aparatur dapat dilihat beaden:
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a. Profesionalisme ialah sebagai sikap dan perilalkgawai yang mampu
dan handal serta berpengetahuan luas dalam bidanglizarapkan
mampu melakukan pekerjaannya dalam melayani mdstataanyak
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Professamalaparatur dalam
pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu dapat titiaa keterampilan,
keahlian, serta keramahannya dalam menjalankas.tuga

b. Disiplin adalah cerminan besarnya tanggung jawate@ang dalam
melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yemglorong gairah
dan semangat kerja seseorang. Pada umumnya digguio baik apabila
aparatur datang kekantor dengan teratur dan tepaktuw serta
menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang waskan dan
mengikuti cara kerja yang telah ditentukan dan relsaikannya dengan
baik (Hasibuan, 2000:190)

c. Ketelitian, kemampuan dalam memberikan pelayanasuase yang
dijanjikan secara akurat dan terpercaya, dengarunjgkkan ketelitian
kerja yang tinggi dari pihak pemberi layanan makasyarakat akan
memperoleh kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan ISeterangan
Tidak Mampu.

d. Kejelasan aturan, dalam pelaksanaan pelayanan Ratatangan Tidak
Mampu kejelasan aturan tersebut menyangkut kejeladaran dalam
tanggung jawab yang sudah ditetapkan serta atuakiuwyang sudah
ditentukan untuk pelayanan Surat Keterangan Tidakmpl sehingga

dengan adanya kejelasan aturan masyarakat dapgetaboi dengan jelas
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hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan Suragrd€efan Tidak
Mampu.

. Waktu, mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayamammn dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditemukian perkiraan
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan

Sarana dan prasarana dalam sebuah pelayanan puddikmerupakan
faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menentukeepuasan
pelanggan yang merupakan indikator peran aparaaland kualitas

pelayanan publik.



BAB I
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelittanadalah metode
deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitwoggdur pemecah masalah yang
diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambakeadaan objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan faki@yfakg ada.

Sugiyono (2011:11) mengatakan bahwa secara tepsgtielitian kualitatif
merupakan penelitian yang menggunakan diri se(uimneliti) sebagai instrument
penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian akan rkatighsumsi-asumsi kultural
sekaligus mengikuti data, dalam mencapai wawasavagan imajinatif kedalam
dunia sosial informasi, dimana peneliti diharapkeksibel dan relatif tetapi tetap
mampu mengatur jarak.

B. Kerangka Konsep

Sugiyono (2010:66) menyebutkan bahwa kerangkadfberpikir dalam
surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalamefigan tersebut berkenaan
dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanyanbahas sebuah variabel atau
lebih secara mandiri, maka dilakukan peneliti digenp mengemukakan
deskripsi teoritis untuk masing-masing variabedgj@rgumentasi terhadap variasi
besaran variabel yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka rumusan-rumugansep yang

dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan gabberikut :

28
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Gambar 3.1
Kerangka Konsep

Akuntabilitas Kinerja ASN dalam Pelaksanaan Pelayaan SKTM Bagi

Masyrakat
Keputusan Menteri Proses Pelaksanagn
Pendayagunaan Aparatur Akuntabilitas
Negara Nomor KEP/26/M. Kinerja Aparatur
PAN/2/2004 tentang Teknik Sipil Negara
Transparansi dan »| Dalam pelaksanaan
Akuntabilitas Penyelenggaragn Pelayanan SKTM
Pelayanan Publik

feedback

Terselenggaranya
pelayanan publik
yang Akuntabel

A

C. Defenisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-@ngy berkaitan dengan
peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal gagejenisnya. Defenisi konsep

‘yang memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlahgegtian yang digunakan
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secara mendasar dan menyamakan presepsi tentanggpakan diteliti serta

menghindari salah pengertian yang dapat mengabtmkaan penelitian.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian irpatiadidefenisikan

sebagai berikut :

1. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seoratey instansi kepada

atasannya atas amanah yang diterimanya.

2. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas daanktas yang dicapai seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai deaggguhgjawab yang

diberikan kepadanya.

3. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeril $iph Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejReatbina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan disgrahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundadgngan.

4. pelayanan publik adalah pemenuhan keinginarkdbatuhan masyarakat oleh

penyelenggara Negara.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukatu swariabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yavanjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variabedebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitisanatara lain yaitu :
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a. Adanya kedisiplinan dan profesionalitas, petugaslapgelaksanaan
pelayanan pengurusan SKTMuntuk masyarakat.

b. Adanya tanggung jawab, kewajiban-kewajiban danvidd-individu atau
penguasa yang dipercaya.

c. Adanya ketetapan waktu, waktu yang dibutuhkan dafstaksanaan
pelayanan publik.

d. Adanya Sarana dan Prasarana, pada pelaksanaaanaigublik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari narasumber dan ketarakgterangan lain
yang diperlukan, maka peneliti menggunakan tekmkgompalan data sebagai
berikut :

1) Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulaa glang dilakukan
secara langsung pada lokasi penelitian, yang dikwengan instrumen
metode wawancara. Wawancara Yyaitu teknik pengumpdita yang
dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kgmbdk-pihak terkait
atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang herhai dengan
objek penelitian.

2) Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik permmuan data yang
dilakukan melalui studi kepustakaan data yang dkak melalui studi
kepustakaan yang terdiri dari :

a) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengamggenakan
catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasilipan serta sumber-

sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
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b) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan datgalemenggunakan

berbagai literate seperti : buku, karya ilmiah, @graoran penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakulgada saat pengumpulan
data berlangsung, data yang diperoleh akan dicsgaikan diurutkan dalam pola,
kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemuriegan tentang permasalahan
yang diteliti. Data yang diperoleh dari teknik wawara akan dilakukan analisis

interaktif yang terdiri dari tiga komponen analjgiaitu :

Menurut maleong (2006:121) analisis kualitatif latla proses
pengorganisasian dan mengarut data kedalam pd&gdeadan suatu uraian serta
sehaingga dapat dikemukakan tema serta sesuairdsm@gey disarankan oleh

data.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum damfokuskan hal-
hal yang terpenting tentang penelitian dengan nrerieena dan pola hingga
memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempuimypenelitian untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnyan dan mewyedbila diperlukan.

2. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memkeEmungkinan
adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tinddk#andisajikan secara.

3. Menarik kesimpulan
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Merupakan suatu menyimpulkan yang didukung dergédi-bukti dan
temuan yang ditemukan peneliti dilapangan.

G. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan inforkegeida peneliti dan
orang yang mampu atau mengetahui informasi. Tekeikentuan narasumber
dalam penelitian digunakan metopigrposive sampling, yaitu memilih sejumlah
responden dengan pertimbangan tertentu yang dipgrdkgpat memberikan data

secara maksimal. Adapun yang menjadi narasumbetipan ini adalah :

1. PH. Lurah Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.
Nama : Rangga Karfika Sakti S.STP.M.SP
2. Sekretaris Lurah
Nama : M.Syabhrizal, SH
3. Kasi Pemerintahan
Nama : Daulat Harahap
4. Kepala Lingkungan I
Nama : H.M.Hendra
5. Masyarakat yang telah mengurus Surat Keterahgkak Mampu 2 orang :
Nama : a. Ibu Nurhasimah

b. lbu Marhayati

H. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian sudah harus memiliki lokasi péael yang nyata dan

jelas, yang fungsi untuk menghindari dan meniputasitu data hasil penelitian
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tersebut. Lokasi penelitian merupakan tempat umbakeliti dan mencari data

yang akan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian

Lokasi penelitian adalah Di Kelurahan Kota Matsuvh Kecamatan
Medan Area. Waktu penelitian adalah Bulan Novemdmmpai dengan April

2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Visi dan Misi Di Kelurahan Kota Matsum lv Kecamatan Medan Area

a. VISI

Mewujudkan pelayanan prima dan tata pemerintah ypragessional
partisipatif dan responsif pada kantor KelurahartaKbatsum IV Kecamatan

Medan Area

b. MISI

a. Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyayakgtprofessional
dengan mendayagunakan seluruh Aparatur.

b. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat,ttedpa efisien.

c. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasiétaggnan umum.

d. Mengoptimalkan penyelenggaran kegiatan dibidang epetahan
pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Kotésulta IV
Kecamatan Medan Area.

e. Mewujudkan Aparatur yang berkualitas, berbudi pgkehur, beriman

dan bertagwa.
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2. struktur Organissasi Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan

Area

Struktur organisasi merupakan susunan pembagiga, keewenang dan
sistem komunikasi dalam mewujudkan tujuan kantan deganisasi. Dengan
demikian kegiatan yang beraneka ragam dalam saatiokdisusun secara teratur

sehingga tujuan yang ditetapkan dapat berjalanatehgik.

Adapun susunan organisasi Kelurahan Kota Matsunedri dari :

1) PH. Lurah

2) Sekretaris Lurah
3) Kasi pemerintahan
4) Kasi Trantib

5) Kasi Pembangunan

6) STaf



3. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kelurahan

Arah dan kebijakan umum bidang pembangunan vyarkglaa di
Kelurahan Kota Matsum IV kecamatan Medan Area, dsackan peraturan
walikota Medan Nomor 57 Nomor 2010 tentang Tuga&oRodan Fungsi
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Pasal 3 disebutkan Tugas Pokok dan Fungsi Kelaradlbagai berikut :
Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagaamsat Daerah dalam
wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah yangkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pada pasal 4 di sebutkan, untuk menyelenggarakasam pemerintah,
pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanaksan pemerintah yang
dilimpahkan oleh Walikota. Sebagaimana lurah memguiungsi antara lain:

a. Lurah
1) Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan
2) Pemberdayaan masyarakat
3) Pelayanan masyarakat
4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6) Pembinaan lemabaga kemasyarakatan
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wadilsgisuai dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 57 No2©d0 Tugas

pokok dan fungsi kelurahan di lingkungan pemerintadta medan, dalam

36
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melaksanakan pembangunan, di kelurahan terdapan@au®rganisasi kelurahan
dengan masing-masing kebijakan umum yang berdasapeala tupoksinya

masing-masing yakni:

b. sekretaris lurah

Sekretaris lurah mempunyai tugas membantu luraidaig pembinaan
administrasi dan memberikan pelayanan teknis adtmatif kepada seluruh
perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas sefewm dimaksud, dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudlayskretariat mempunyai

fungsi :

1) Penyusunan rencana,program, dan kegiatan kesaktatar

2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan progranatah

3) Pelaksanaan dan penyelengaraan pelayanan adnsinistsekretariatan
kelurahan yang meliputi administrasi umum, kepegamwakeuangan, dan
kerumahtanggaan kelurahan.

4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manesigerpbangan
organisasi, dan ketatalaksanaan

5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporagkketsiriatan

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurahaselengan tugas dan

fungsinya.

c. seksi tata pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakamgiat&e

pengumpulan, pengolahan data, dan mengevaluasiddzittang pemerintahan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud melksi pemerintahan

mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekgieaterintahan

2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerimtaha

3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

4) Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnggkup tata
pemerintahan

5) Penyiapan bahan pembinaan kegiatan sosial patitdalogy Negara, dan
kesatuan bangsa

6) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kelurahan

7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagmasasuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemungajak bumi dan
bangunan (PBB)

9) Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraamiat&e
pemerintahan ditingkat kelurahan.

10)Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelap@kakganaan tugas.

11)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurabhasalengan tugas dan

fungsinya.

d. seksi ketentraman dan ketertiban umum

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatary y@erhubungan

dengan ketentraman dan ketertiban di kelurahanukJmtelaksanakan tugas
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sebagaimana dimaksud, seksi ketentraman dan keteriimum mempunyai

fungsi anatara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksnti@han dan
ketertiban umum

Penyusunan petunjuk teknis lingkup ketentramarkesertiban umum
Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan ketentraamanketertiban
umum

Penyiapan bahan bahan pembinaan perlindungan ra&ayar

Penyiapan bahan pembinaan kegiatan siskamling

Penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahap#n si

Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengamsnderkait dalam
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumgapgnan dan
penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah pkaturan
perundang-undangan lainnya

Pelaksanaan proses pelayanan kepada masyarakiatiplikgtentraman
dan ketertiban umum

Membantu pelaksanaan tugas-tugas pengamanan bkibzdna alam dan

bencana lainnya

10)Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelapgmeksanaan tugas

11)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurabaselengan tugas dan

fungsinya.
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e. seksi pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas melaksanakaimatdeegyang

berkaitan dengan perekonomian dan pembangunanagatil kelurahan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, ged&sibangunan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Penyusun rencana, program, dan kegiatan seksi pematian
Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembangunan

Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibigarekonomian dan
pembangunan

Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaadagrperkoperasian,
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonoralanyh dalam
rangka meningkatkan kehidupan perekonomian madetara

Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaaridiaig keagamaan,
kesehatan, pendidikan, olahraga dan sosial budaya

Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pemberdaydan
kesejahteraan (PKK) kepemudaan, karang taruna,yiaman organisasi
kemasyarakatan lainnya.

Pelaksanaan proses pelayanan kepada masyarakatplipgrekonomian,
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dalam rangkangkatkan
swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkaperekonomian

dan pembangunan
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9) Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pemealimnasarana dan
prasarana fisik dilingkungan kelurahan.

10)Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan lemzmgaerdayaan
masyarakat (LPM)

11)Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantigsnadap
korban bencana alam dan bencana lainnya

12)Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelapoeiksanaan tugas

13)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurabhasalengan tugas dan

fungsinya.

. Jumlah Penduduk Kelurahan

Tabel I11.1

Data kependudukan

Kelurahan Jumlah Penduduk
WNI Orang Asing WNI+
Orang
Asing

L P L+P L P L+P L+P

Lingkungan | 567 | 516| 1083 1083
Lingkungan Il 522 | 436| 958 958
Lingkungan llI 479 | 420 | 899 899
Lingkungan IV 400 | 420| 820 820
Lingkungan V 467 | 500| 967 967

Lingkungan VI 484 | 399| 883 883
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Lingkungan VII 500 | 517 | 1017 1017
Lingkungan VI 523 | 545 | 1068 1068
Lingkungan IX 401 | 397| 798 798
Lingkungan X 367 | 386| 753 753
Lingkungan XI 505 | 520| 1025 1025
Lingkungan XII 358 | 376 | 734 734
Lingkungan Xl 473 | 378 | 851 851
LingkunganXIV 541 | 610 | 1151 1151
Lingkungan XV 555 | 532| 1087 1087
Lingkungan XVI 487 | 444 | 931 931
Lingkungan XVII | 586 | 596 | 1182 1182
Jumlah 8215 7992 | 16207 16207

5. Jumlah Lingkungan

Sumber Data Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Mesiaa

Tabel 111.2

Jumlah Lingkungan

No | Nama Lingkungan Kepala Lingkungan
1 | Lingkungan I Samsuar Tanjung

2 | Lingkungan Il H.M.Hendra

3 | Lingkungan lli Mhd. Yani

4 | Lingkungan IV Teti Ermi

5 | Lingkungan V Surya Bakti

6 | Lingkungan VI Razali

7 | Lingkungan VII Mhd. Arsyad




8 | Lingkungan VIlI Ir. Safril Lizanur

9 | Lingkungan IX Sopian Had

10 | Lingkungan X Nazwir Irham

11 | Lingkungan XI Fridayani Budiaryati
12 | Lingkungan Xl Kurniawan

13 | Lingkungan XIII Agustina Helvi Munar
14 | Lingkungan XIV M.Yamin

15 | Lingkungan XV Amran Nst, SH

16 | Lingkungan XVI Lindawati

17 | Lingkungan XVII Aulia

Sumber Data Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatandviefrea
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukéapalgan di deskripsikan

sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Wawancara

a. disiplin dan profesionalisme

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dergapak Rangga
Karfika Sakti selaku PH Lurah Kelurahan Kota MatsiWnKecamatan Medan
Area pada tanggal 17 Februari 2018, mengatakan @alkgiplin dan
profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam pelayaSurat Keterangan Tidak
Mampu masih tergolong belum baik. Karena ada kendalam kedisiplinan dan
profesionalisme Aparatur yang masih kurang disiplidak menjalan kan
peraturan yang berlaku dikelurahan. Sehingga makgarcukup lama menunggu

dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak M. Syahselaku Sekretaris
Lurah pada tanggal 17 Februari 2018, mengatakawaalsiplin Aparatur Sipil
Negara Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan MedanaAfgaratur yang
melayani masyarakat masih kurang disipilin pada jeema nya, sehingga

masyarakat cukup lama menunggu Aparatur yang datang
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Lain halnya dengan hasil wawancara yang dilakuengan Bapak Daulat
Harahap Kasi Pemerintahan Pada tanggal 17 Feb20di8. Menurut beliau
disiplin Aparatur Sipil Negara kelurahan belum sgsdengan jam kerjanya,
padahal sudah ada prosedur dan aturan yang belileddurahan tetapi masih ada
saja aparatur yang tidak mengikuti peraturan tentsedehingga masyarakat yang
mau mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu cukup lasnunggu Aparatur

yang datang dalam pelaksanaan pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan deBggak H.M Hendra
selaku kepala lingkungan Il pada tanggal 17 Feb2@t8, mengatakan bahwa
disiplin Aparatur Sipil Negara kelurahan dalam menkan pelaksanaan
pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu masih anig ty@ak mengikuti aturan
karena masih ada satu dua orang yang kurang disiph profesionalisme, tetapi
walaupun Aparatur yang melayani masyarakat datarigntbat Aparatur selalu
memudahkan pelayanan bagi masyarakat dalam pemaguiSgrat Keterangan
Tidak Mampu. Hal tersebut juga dikatakan oleh wasgag telah mengurus Surat
Keterangan Tidak Mampu yakni Ibu Nurhasimah danNMawhayati pada tanggal
17 Februari 2018, mengatakan bahwa disiplin nyardtpa di kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area baik, serta keatd@m ketelitiannya sudah
dikatakan optimal dalam melayani masyarakat, tetggtau ada kendala lain
seperti Aparatur yang masih kurang mengikuti pahindan aturan. Kadang

masyarakat cukup lama untuk menunggu Aparatur gateng.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpudehwa disiplin dan

profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Keluralkata Matsum IV Kecamatan
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Medan Area masih belum baik karena masih terdapataiur Sipil Negara yang
tidak mengikuti peraturan yang berlaku dikelurahltersebut. Hal ini dapat
diindikasikan kehadiran Aparatur yang melayani rassiat masih sering datang
terlambat sehingga masyarakat cukup lama menunggudglam memberikan
pelayananan publik kepada masyarakat harus dilakuecara penuh dan
Aparatur Sipil Negara harus mengikuti aturan denbanar dalam melayani
masyarakat dan memenuhi apa yang dibutuhkan m&syatintuk meningkatkan
disiplin aparatur sipil Negara sebagai abdi Negden abdi masyarakat,

diperlukan pembinaan dan pengawasan secara teneyuse

b. Tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengapalB Rangga
Karfika Sakti selaku PH Lurah Kelurahan Kota MatsiWnKecamatan Medan
Area dan Bapak M. Syahrizal selaku Sekretaris Lyradia tanggal 17 Februari
2018, mengatakan bahwa tanggung jawab sudah sen@ksiungkin yang
diberikan dalam memudahkan masyarakat untuk pesgar$urat Keterangan
Tidak Mampu kadang masih ada juga kesalahan ydalgu#tan petugas seperti
kesalahan membuat nama dalam pembuatan SKTM yamaditesehingga

masyarakat harus bolak balik ke kantor kelurahaakumemperbaikinya.

Lain halnya dengan hasil wawancara dengan BapakaDBarahap Kasi
Pemerintahan Pada tanggal 17 Februari 2018. MeRkpta bahwa tanggung
jawab aparatur dan kejujuranya belum akuntabelhreda saja sebagian aparatur

yang memungut biaya padahal dalam mengurus suegiuaptidak dikenakan
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biaya sama sekali, begitu juga kurangnya kesadapamatur dalam membuat
Surat Keterangan Tidak Mampu yang masih terjadardamembuat kesalahan
nama atau alamat masyarakat sehingga masyarakats hiaolak balik

memperbaikinya.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan dergapak H.M Hendra
selaku kepala lingkungan |l pada tanggal 17 Feb2@18, mengatakan bahwa
tanggung jawab dan pengetahuan aparatur dalam Iptaaye teknologi sistem
komputerisasi Surat Keterangan Tidak Mampu masiluntbeoptimal, karena
aparatur yang kurang memahami kesadaran dalamyasgambSurat Keterangan
Tidak Mampu yang masih terjadi kesalahan dalam nwamblamat masyarakat
sehingga masyarakat harus bolak balik untuk mesgyay tetapi aparatur selalu

siap menerima keluhan dari masyarakat dengan giagp baik.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengangavarang telah
mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu yakni Ibuhbisimah dan lbu
Marhayati pada tanggal 17 Februari 2018 beliau meh@n bahwa tanggung
jawab Aparatur Sipil Negara masih belum baik, karkehadiran aparatur masih
terlambat dalam pelayanan bagi masyarakat danmugah kurangnya kesadaran

petugas dalam pengelolaan sistem komputerisasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpuliahwa tanggung
jawab dan kejujuran nya Aparatur Sipil Negara diukghan Kota Matsum IV
Kecamatan Medan Area masih belum baik, kendala tenagi seperti masih ada

aparatur yang memungut pembiayaan dalam membuat s@nyurat dan juga
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aparatur yang masih kurangnya memahami kesadasataken penulisan seperti
nama atau alamat sehingga masyarakat menguruskstemingan Tidak Mampu

harus bolak balik untuk memperbaikinya.

c. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayasn publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rangd&a&&akti selaku
PH Lurah pada tanggal 17 Februari 2018, beliau et@sfan bahwa untuk proses
pelaksanaaan pelayanan dengan sistem komputedapsi dikerjakan dalam
waktu 5 menit atau 10 menit tergantung jika sistemmpeterisasi nya bagus,
kalau terjadi kendala dipastikan waktu penyeles@amenjadi lama dan

prosesnya dapat memakan waktu maksimal 1 jam.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan derigapak M. Syahrizal
selaku Sekretaris Lurah pada tanggal 17 FebruaB 2@engatakan bahwa proses
penyelesaian mengurus Surat Keterangan Tidak Matapat dikerjakan 5 menit
atau 10 menit jika tidak terjadi kendala, namura jiterjadi kendala seperti
persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan rdéedn tersebut bagi
masyarakat jika tidak membawa salah satu persyargaag telah ditentukan
maka proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Maak@uo ditunda dahulu
sampai persyaratan itu semua ada, karena Apawgfampelihat masyarakat yang

bagaimana yang berhak menerima Surat Keterangak Mdmpu tersebut.

Lain halnya hasil wawancara yang dilakukan den@apak Daulat
Harahap, mengatakan bahwa waktu penyelesaian pelay@urat Keteranagan

Tidak Mampu di Kantor Kelurahan 5 menit atau 10 ineaamun terkendala di
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masyarakat nya kami masih mempertimbangkan managosang berhak
menerima Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut,gatentujuan agar
masyarakat yang kurang mampu didaerah suatu kelunaendapat bantuan dari

pemerintah secara adil, sehingga bantuan tersebait pada sasaran.

Hasil wawancara dengan kepala lingkungan |l Baphkl. Hendra,
mengatakan bahwa waktu penyelesaian dalam men8umnas Keterangan Tidak
Mampu tidak sampai 2 hari hanya 5 menit atau 10ithm&mun ada beberapa
kendala yang sering dihadapi seperti kesalahanmdpénulisan atau masyarakat
tidak membawa salah satu syarat yang telah ditantylang memungkinkan

pengurusan itu menjadi lebih lama.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengaasyarakat kelurahan
kota matsum IV Kecamatan Medan Area yang bernama\lirhasimah dan Ibu
Marhayati pada tanggal 17 Februari 2018, beliau jeteskan bahwa jika
pelayanan administrasinya lancar waktu yang dikkanhhanya 5 menit, tetapi
kalau ada kendala lain seperti kesalahan dalam lipanu atau sistem
komputerisasi nya lagi tidak bagus bisa terjadubpahan waktu yang tadinya 5
menit bisa menjadi 1 jam tergantung dengan cepdaiihak kelurahan mengatasi

kendala tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bakakiu yang tersedia
untuk pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Titlékmpu proses
penyelesainya dapat dikerjakan 5 menit atau 10tnengiantung jika tidak terjadi

kendala, namun jika terjadi kendala seperti dalainkiesalahan penulisan atau
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masyarakat tidak membawa salah satu syarat yarad slittntukan kemungkinan
penyelesaian nya dapat memakan waktu maksimal 1 Bagitu juga dengan
Aparatur Sipil Negara yang masih mempertimbangkasyarakat mana yang
berhak menerima Surat Keterangan Tidak Mampu agamdapat pencapaian

sasaran tersebut.

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan der§mpak Rangga
Karfika Sakti selaku PH Lurah Kelurahan Kota MatsiWnKecamatan Medan
Area pada tanggal 17 Februari 2018, mengatakan daarana dan prasarana
dalam pelaksanaan pelayanan sudah memadai. Hadpait dilihat dari fasitlitas
yang digunakan telah mendukung dalam memberikaseprpelayanan kepada
masyarakat. Serta yang menjadi hambatan yang itedi&élurahan tentang
pemborosan biaya pembelian kertas yang hampirpsbéa yang masih kurang

efisien.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak M. Syahselaku Sekretaris
Lurah pada tanggal 17 Februari 2018, mengatakawdaarana dan prasrana
dikelurahan sudah memadai dan telah mendukungndatases pelayanan bagi
masyarakat hanya saja yang menjadi kendala kurgmderapian petugas dalam

menjaga nya.

Lain halnya dengan hasil wawancara dengan BapakaDBarahap Kasi
Pemerintahan Pada tanggal 17 Februari 2018. Mekajatebahwa yang

menggunakan sarana dan prasrana yaitu masyarakgtbgkepentingan, dan
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Aparatur Sipil Negara, sarana dan prasrananya sodahadai mungkin masih
kurangnya kerapian nya petugas dalam menjaga salamaprasana tersebut.
Untuk fasilitas lainnya fasilitas penunjang tersegia sarana transportasi dari

kelurahan untuk mengantar berkas-berkas wargadaaratan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dekegpala lingkungan Il
Bapak H.M. Hendra pada tanggal 17 Februari 2018)gatakan bahwa sarana
dan prasarana di Kelurahan Kota Matsum |V Kecamafiaalan Area sudah
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaayapeh publik namun ada
kendala kurangnya perhatian masyarakat ketika memba&aaknya ke kelurahan,

terdapatnya ada bekas coretan dimeja atau di djndin

Begitu juga hasil wawancarayang dilakukan dengamga yang telah
mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu Ibu Nurhdsioen lbu Marhayati
pada tanggal 17 Februari 2018 sarana dan prasasadgh memadai dan fasilitas
penunjangnya juga sudah ada hanya saja yang mégjadala didalam ruangan
kantor, sarana dan prasarana yang masih kurangesapiin petugas dalam

menjaganya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpullahwa secara
keseluruhan sarana dan prasarana di Kelurahan Mataum |V Kecamatan
Medan Area dalam pelayanan publik salah satunyanmdgbengurusan Surat
Keterangan Tidak Mampu sudah memadai dalam mekaepelayanan kepada

warganya. Walaupun yang menjadi hambatan kurankeszpian petugas dalam
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menjaganya, pemborosan biaya pembelian kertas diarbekas coretan dimeja

atau didinding.

B. Pembahasan

a. Disiplin dan profesionalisme

Disiplin kerja merupakan suatu proses perkembargarstruktif bagi
aparatur yang berkepentingan karena disiplin keifanjukan pada tindakan
bukan orangnya. Disiplin juga sebagai proses |atdyartur agar para Aparatur
Sipil Negara dapat mengembangkan control diri dgar alapat menjadi lebih

akuntabel dalam bekerja.

Menurut Husin (2000:95) disiplin adalah Aparatuatyh dan taat
melaksanakan peraturan kerja yang berupa lisan umatypisan dari kelompok
maupun organisasi. Sedangkan menurut Mangkunega@d..(129), disiplin kerja
dapat diartikan pelaksanaan manajemen untuk meegpgrtpedoman-pedoman

organisasi.

Disiplin sebagai penuh rasa tanggungjawab sertpatkbban untuk
menjalankan seluruh ketentuan maupun aturan daletiaps kegiatan yang
dimiliki oleh setiap individu, sehingga tingkat ksiglinan sesorang sangat
menetukan hasil dari pekerjaannya. Kompetensi Aparaalam pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasgagetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang diberikanr ggdayanan yang diberikan

bermutu.
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Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai bakedisiplinan dalam
memberikan pelaksanaan pelayanan bagi masyardkat sepenuhnya Aparatur
di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Areagyanengikuti aturan
yang ditetapkan, hal ini dapat dikatakan aparadlurb akuntabel karena berbagai
kendala terjadi. Serta seharusnya aparatur mampespun perkembangan global
dan aspirasi masyarakat dengan mengedepankannitaiaipelayanan yang
responsif, inovatif, dan akuntabel. Profesionalisedng terbentur dengan tidak
adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan laaywghng menyebabkan
pelayanan kepada masyarakat yang harus menungguseperti aparatur yang
kurang nya disiplin dan profesionalisme pada jamaksehingga masyarakat yang
mengurus surat menyurat termasuk Surat Keterangtak Mampu cukup lama

menunggu Aparatur Tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengsalah satu
narasumber masyarakat yang di Kelurahan Kota MatSuidecamatan Medan
Area yaitu Ibu Nurhasimah menyatakan bahwa kuramgaparatur yang disiplin
yang tidak mengikuti peraturan sehingga kami haneshunggu lama dikantor

tersebut.

b. Tanggung jawab

Menurut Mustari (2011:21) bertanggung jawab adali&iap dan prilaku
sesorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibaseymgaimana yang
seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, maggardingkungan (alam, sosial,

dan budaya), Negara dan Tuhan. Menurut Hawari (2@82 tanggungjawab
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adalah perilaku yang menentukan bagaimana kitekbiesatiap hari, apakah kita
cukup bertanggungjawab untuk memegang komitmenggwrakan sumber daya
menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adémbangun keberanian serta

menunjukkan kerjasama.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahvedand pelayanan
mengurus Surat Keterangan Tidak mampu belum barggagan baik dan belum
bertanggung jawab, kewajiban sebagiamana yanguttidakterhadap diri sendiri
saja belum bertanggung jawab pada kesaharian karigaitu masih adanya
aparatur yang datang terlambat dalam pelayanan imagyarakat dan juga
kurangnya tingkat kesadaran aparatur dalam menarepklayanan publik. Sikap
dan prilaku akan terlihat bagaimana aparatur meikdrerpelayanan kepada
masyarakat, kesan yang diberikan aparatur kepadgamakat akan menunjukkan
nilai kesadaran tindakan pada saat memberikan gedaykepada masyarakat dan
kepribadian seperti kesadaran dan keyakinan ingdivithtuk menunjukkan
bagaimana berprilaku dalam melakukan tindakan ddlanbagai situasi, sikap
dan kejujuran sebagian Aparatur masih ada saja yammungut biaya dalam
pembuatan Surat Ketrangan Tidak Mampu padahal dalangurus surat apapun
tidak dikenakan biaya sama sekali, begitu juga igimaya kesadaran Aparatur
dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu yanghnegadinya kesalahan
membuat nama maupun alamat sehingga masyarakad batak balik untuk

memperbaikinya.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengsalah satu

narasumber masyarakat yang di Kelurahan Kota Matsuiecamatan Medan
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Area yaitu Ibu Nurhasimah dan Marhayati menyatakahwa tanggungjawab
Aparatur Sipil Negara belum baik, karena kehadibgaratur masih terlambat
dalam pelayanan bagi masyarakat dan juga masimdmya kesadaran petugas

dalam pengelolaan sistem kompeterisasi.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkemab@anggung jawab
orang yang melaksanakan segala sesuatu atau meketgngan bersungguh-
sungguh dengan sukarela, berani menanggung segiéta dan segala sesuatunya

baik perkataaan maupun kejujuran dan sikap.

c. Ketetapan waktu

Menurut Widyaastuti (2004:43) waktu adalah seb&ganampuan untuk
memprioritaskan, menjadwalkan dan melaksanakangtamygy jawab individu
demi kepuasan individu tersebut. Waktu juga merapakroses dari suatu
pelaksana pelayanan publik dalam arti bahwa pefalesapelayanan harus dapat
diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. tpée waktu dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktoraut&@amakin cepat waktu
penyelesaian pelayanan, maka akan semakin menlkagkakepercayaan

masyarakat akan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai baketatapan waktu
dalam pelaksanaan pelayananan Surat Keterangank Thdampu belum
sepenuhnya tepat sesuai waktu yang ditetapkannhddelum dapat dikatakan
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karemmadae kendala terjadi

yang menyebabkan pelayanan tersebut tidak seswid pektunya. Adanya
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kendala seperti kesalahan dalam penulisan, atayanssit tidak membawa salah
satu syarat yang telah ditentukan yang memungkimeamgurusan itu menjadi
lama dan juga sistem komputerisasi yang jaringstriknya tiba-tiba mengalami
pemadaman listrik, kendala ini yang membuat prosesnenjadi lama sehingga

penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yanigpliten.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara saraber dengan Bapak
M. Syahrizal mengatakan bahwa proses penyelesaaigurus Surat Keterangan
Tidak Mampu dapat dikerjakan 5 menit atau 10 mgkat tidak terjadi kendala,
namun jika terjadi kendala seperti persyaratanptasedur yang telah ditentukan
kelurahan tersebut bagi masyarakat jika tidak mevabsalah satu persyaratan
yang telah ditentukan maka proses pengurusan Eetatangan Tidak Mampu
akan ditunda dahulu sampai persyaratan itu semaa kedena Aparatur juga
melihat masyarakat yang bagaimana yang berhak meme3urat Keterangan

Tidak Mampu tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkaddu waelayanan
adalah lamanya pelaksanaan waktu pelayanan yangi skshgan ketentuan yang
telah ditetapkan. Apabila kita mematuhi apa yarmggitikan oleh Aparatur untuk
memudahkan segala sesuatunya itu hal wajar, sehinggjl yang kita inginkan
pun cepat dan tepat waktu. Memang kelengkapan lb¢akas-berkas untuk
memudahkan pelayanan sangat dibutuhkan karenaaiigas menunjang dalam

kemudahan pelayanan atau pencarian data.
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d. Sarana dan prasarana

Menurut Moenir (2001:119), bahwa sarana dan prasaradalah
seperangkat alat yang digunakan dalam suatu pkeggatan baik alat tersebut
merupakan peralatan pembantu maupun peralatan ukachaanya berfungsi
untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Menudreraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Reformasi iBsblNomor 36 Tahun
2012 menyebutkan bahwa sarana, Prasarana atéitagasdalah peralatan dan
fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraaayp@lan, termasuk peralatan
dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Urtuksarana dan prasarana
dapat dikatakan sebagai pendukung dikarenakan dapanhbantu proses
pelayanan, begitu pula sebaliknya jika sarana dasapana kurang memadai

maka bisa penghambat bagi jalannya pelayananan

Sarana merupakan fasilitas yang dipakai secaraslggg sebagai alat
untuk mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasadalah segala sesuatu
yang merupakan terselenggaranya suatu proses. iFu@g®ia sarana dan

prasarana adalah :

a. Mempercayai proses pelaksanaan pekerjaan sehirggst dhenghemat
waktu.

b. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa

c. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin

d. Lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak pamggu®a atau

pelaku.
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e. Ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin
f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yargpentingan
g. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkagan

menggunakannya.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang pedaiagn menentukan
kepuasan pelanggan yang merupakan peran apardéum daalitas pelayanan
publik. Sarana dan prasarana pelayanan yang dimaksini ialah seperti segala
jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilié@s yang berfungsi sebagai alat
bantu dalam proses pelayanan. Berdasarkan falKeldrahan Kota Matsum IV
Kecamtan Medan Area, bahwa terlihat Aparatur Kélara dalam melayani
berbagai keperluan termasuk pelayanan Surat Kefenaiidak Mampu bahwa
sarana dan prasana yang masih terjadi kendala dadanborosan biaya yang
hampir setiap hari pembelian kertas yang kurangiegfiselain itu juga masih

kurangnya kerapian petugas dalam menjaga saranarasarana tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara saraber dengan Bapak
H.M. Hendra, mengatakan bahwa sarana dan prasatariéelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area sudah memenuhi kbébat masyarakat
dalam pelaksanaan pelayanan publik namun ada kendambngnya perhatian
masyarakat ketika membawa anaknya ke kelurahadapgatmya ada bekas
coretan dimeja atau di dinding. Meskipun begituzasa keseluruhan dengan
kekurangan tersebut Aparatur kelurahan mampu mekalpepelayanan dengan

baik dengan fasilitas yang ada dan kekuranganhetrsielak menghambat proses

kerja mereka.
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Sarana dan prasarana sebagai alat penunjuanghésitem suatu proses
upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publikefkarapabila kedua hal ini
tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakuidak takan dapat mencapai

hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan olehups dapat diketahui
bahwa Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negaral@m Pelaksanaan Pelayanan
Bagi Masyarakat Di Kelurahan Kota Matsum IV KecaamaMedan Area belum
Akuntabel karena dalam disiplin dan profesionalismesih ditemukan kendala-
kendala yang terjadi seperti kendala kurang nyarafypa dalam mengikuti
peraturan yang berlaku di kelurahan tersebut dasihmeda nya kurang disiplin
pada jam kerja yang sering Apartur datang terlamidanurut Husin (2000:95)
disiplin kerja adalah aparatur patuh dan taat nselaftkan peraturan kerja yang
berupa lisan maupun tulisan dari kelompok maupwamsasi. Disiplin kerja
dapat dijadikan faktor utama dalam melayani masgdralika disiplin dan
profesionalime nya aparatur maka dalam pelayanaiat S€eterangan Tidak
Mampu tersebut dapat dikatakan aparatur itu akehtdbn jika tidak berarti
dalam melayani masyarakat tersebut tidak bisa aldat akuntabel, hal ini
berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan bagi mkayaang harus menunggu

lama aparatur yang datang tepat pada jam kerja nya.

Tanggung jawab pihak Kelurahan Kota Matsum IV Keatan Medan
Area memliki tanggung jawab untuk memudahkan madgdr dalam proses
pengurusan administrasi. Namun tanggung jawab datetayani masyarakat

belum berjalan dengan baik dan belum bertangguradjatal tersebut disebabkan
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karena masih banyaknya kendala yang dihadapi oieak pkelurahan dalam
pelaksanaan pelayanan termasuk pelayanan Suraangter Tidak Mampu.
Sehingga pelaksanaan nya belum sesuai dengan tandggwab yang telah
ditentukan di Kelurahan tersebut yaitu untuk merogeat dan memudahkan
pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan sswaat- Selain adanya
kendala pada kurangnya kesadaran masyarakat dakmrgetahuan sistem
komputerisasi pada kesalahan membuat nama atauatalatitemukan juga
penyebab lain seperti masyarakat yang masih selihamami dan mengerti dari

alur prosedur atau syarat-syarat yang telah dikantu

Menurut Hawari (2012:199) tanggungjawab adalahilgler yang
menentukan bagaimana kita beraksi setiap hari, adpakita cukup
bertanggungjawab untuk memegang komitmen, menggunaumber daya
menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adémbangun keberanian serta
menunjukkan kerjasama. Apabila pengerjaan nya tggtang jawab jujur dan
adil maka proses tanggung jawab tersebut merupk&barhasilan sendiri dan
dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat satahya pelayanan Surat
Keterangan Tidak Mampu menurut wewenang, tugas fiemysi tersebut.
Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahw#andaaspek tanggung
jawabanya Aparatur belum sepenuh dikatakan bertanggawab, masih
terlihatnya Aparatur dalam menggunakan sistem koengasi yang sering
melakukan kesalahan dalam membuat nama atau akehaigga masyarakat

harus bolak-balik untuk memperbaikinya.
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Seperti yang diketahui akuntabilitas adalah keveayi pihak aparatur
untuk memberikan pertanggungjawaban segala aldividtan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak organisasi atasan yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabesebut. Dengan
demikian pula sebaliknya tanggung jawabnya tidakuae dengan apa yang
diharapkan, maka tanggung jawab masih belum dikatdlagus, telah tampak
disini bahwasanya tanggung jawab diberikan apaifzium bisa meningkatkan

kepercayaan masyarakat.

Dan ketetapan waktu yang berikan adalah prosessdatu pelaksana
pelayanan publik dalam arti bahwa pelaksanaan @e&y harus dapat

diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam ketetapan waktu yang terjadi di KelurahantaKeatsum IV
Kecamatan Medan Area belum tepat pada proses gsay@hnya dikarenakan
banyak nya kendala yang terjadi sehingga prosegefgesaian nya dari 5 menit
menjadi 1 jam seperti kesalahan dalam penulisaay ahasyarakat tidak
membawa salah satu syarat yang telah ditentukarg yaemungkinkan
pengurusan itu menjadi lama dan juga sistem komigat® yang jaringan
listriknya tiba-tiba mengalami pemadaman listrilkgnkala ini yang membuat
prosesnya menjadi lama sehingga penyelesaianngé s#dsuai dengan waktu
yang ditetapkan. Dan aparatur juga melihat masgarakana yang berhak

menerima Surat Keterangan Tidak Mampu agar mensagaran yang tepat.
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Dalam aspek sarana dan prasarana di Kelurahan Kiatsum IV
Kecamatan Medan Area sudah memadai dan memenuliivkein masyarakat di
dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik naglsirsaja hambatan yang
terjadi seperti pemborosan biaya pembelian kerdag ynampir setiap hari yang
masih kurang efisien dan juga kurangnya kerapiangas dalam menjaga sarana
dan prasarana, tidak hanya petugas saja tetapihnza masyarakat yang
kurangnya perhatian terhadap sarana dan prasanasgarakat dalam membawa
anaknya kekelurahan yang terdapat bekas coretamliddinding atas perlakuan

anak masyarakat tersebut.

Akuntabilitas kinerja berarti sebuah konsep etjang dekat dengan
administrasi publik sebagai pertanggungjawaban usuaganisasi dikatakan
akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskamdisi yang dialami
termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan agaib aktivitas yang
dilakukan. Dalam kinerja Aparatur Sipil Negara, atabilitas dapat merupakan
pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terliegapindakan, produk,
keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnyanirastrasi publik
pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup petam posisi kerja yang
mencakup didalamnya mempunyai kewajiban untuk nesgijan dan dapat
dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sutdibbsil kan. Begitu juga
masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Tidakpdamasyarakat miskin
adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yadgkt memiliki akses ke
prasarana dan sarana lingkungan yang memadai, mé&ngétas pemukiman dan

perumahan yang jauh dibawah standar kelayakan seata pencaharian yang
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tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensituy dimensi politik,

dimensi sosial, dimensi lingkungan dan dimensi ekain

Pada uraian yang telah dipaparkan diatas pelaimapalayanan bagi
masyarakat, salah satu nya pelayanan Surat Ketaramglak Mampu dari
pernyataan narasumber dan hasil penelitian dilapaggng membuktikan bahwa
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara masilir&kng akuntabel, hal ini
disebabkan oleh banyaknya hambatan dalam pelaksaRakyananan Surat
Keterangan Tidak Mampu tersebut. Berdasarkan haglwancara dan
pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh pemelita yang menjadi faktor
paling utama ialah terjadinya hambatan dari apargtang masih kurang
kedisiplinan tidak hanya aparatur saja masyaralgg kurang memahami syarat-
Syarat atau prosedur yang ditentukan serta adagada jaringan listrik maupun

dalam menjaga sarana dan prasarana.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilikaserja Aparatur
Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bagi MasyaDi Kelurahan Kota
Matsum |V Kecamtatan Medan Area, maka dapat dislkaou bahwa
akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara DalamladRsanaan Pelayanan Bagi
Masyarakat salah satu nya pelayanan pengurusahkStsaangan Tidak Mampu
belum dikatakan akuntabel dan belum maksimal. 8gidengan perkembangan
sering dijumpai berbagai keluhan masyarakat dalangka pelayanan publik
hampir seluruh sektor pemerintah yang ditandai dengenurunnya kualitas
pelayanan publik. Hal tersebut masih banyak hambdtam pelayanan bagi

masyarakat sebagai berikut:

1. Kurangnya kedisiplinan aparatur yang tidak cepttngdjani oleh aparatur
itu sendiri. Hal itu lah penyebab banyaknya kelulgang dikemukakan
oleh masyarakat akibatnya masyarakat merasa kecdava mulai
meragukan integritas pemberi pelayanan publik yasi§ Dalam sistem
pelayanan yang diberikan oleh kelurahan masyarnalesih belum puas
dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kelurdf@ta Matsum IV
Kecamatan Medan Area yang terselenggaranya pelayanmiaa kepada

masyarakat yang belum professional dan disiplirerka dalam penerapan
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kelurahan dalam pengurusan pelaksanaan pelayanaih digemukan
beberapa masalah.

. Hambatan lain juga dilihat dari tanggung jawab ykagngnya kesadaran
aparatur ketika membuat Surat Keterangan Tidak Mangeperti
kesalahan nama maupun tempat jika kesadaran téxssiat disadari oleh
aparatur maka cepat ditangani nya dan jika tidakyarakat harus bolak
balik kekantor tersebut.

. Dilihat dari segi ketetapan waktu, pelayanan pemgam Surat Keterangan
Tidak Mampu tergantung sistem komputerisasi yadgktiada hambatan
jika jaringan listrik tidak padam kalau terjadi Haaan kemungkinan
proses penyelesaiannya dapat memakan waktu lanregaDedemikian
masyarakat ada juga masih kurang memahami dant sytaa prosedur
yang telah ditentukan dan dari kendala inilah tanggjawab tersebut
belum di katakan maksimal.

. Dilihat dari aspek sarana dan prasarana yang sudatadai namun masih
ada yang kurang nya perhatian masyarakat ketika baemn anaknya
dalam menjaga sarana dan prasarana tersebut, gedmpatnya bekas
coretan dimeja maupun didinding, diharapkan untdelpan nya Aparatur
Sipil Negara bisa

kerja dengan baik dan bertanggung jawab.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilikaserja Aparatur
Sipil Negara di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatdiedan Area, maka

peneliti dapat memberikan saran seharusnya sebaghit :

1. Adanya kepastian waktu penyelesaian, sebaiknyasuhdean dengan
waktu yang telah dijanjikan sehingga masyarakatktidecewa terhadap
waktu yang diberikan.

2. Mengenai kejelasan informasi dalam memberikan galakan pelayanan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, harustamgaikan secara
tepat dan akurat. Sehingga masyarakat dapat mem&rformasi tersebut
dengan jelas atau pasti.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapakakan oleh kepala
Kecamatan Medan Area dengan memberikan motivag) park kepada
Aparatur kecamatan, mampu melaksanakan tugas ceguag jawab
yang diberikan atasan dengan bertanggung jawaliksaagkin.

4. Sebaliknya perlu diberikan sanksi kepada Aparaamgyteledor, tidak
disiplin dan melanggar peraturan.

5. Diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelyanan bagisyarakat,
terutama dalam hal kedisiplinan dantanggung jawaland melayani
masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa digittan dapat
merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan

6. Sarana dan prasarana yang merupakan salah satnjgenierjalannya

suatu proses pelayanan publik. Sarana dan prasasiigas pelayanan
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publik yang ada di Kelurahan Kota Matsum IV KecamaMedan Area
sudah memadai, tetapi diharapkan kepada petugaselgiér menjaga

kerapian sarana dan prasarana tersebut.
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DRAFT WAWANCARA TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT DIKELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN

AREA

NARASUMBER

Nama

Umur

Jabatan

Pendidikan

Jenis kelamin

Daftar wawancara

A. Disiplin dan Profesionalisme

1. Menurut Bapak/ibu Aparatur Sipil Negara apakah sudah menjalankan tugasnya
sesuai aturan dengan benar di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan
Area?

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keahlian dan ketelitian Aparatur Sipil Negara

daam memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak

Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?



Menurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area sudah tepat pada sasaran,
sehingga hak orang miskin tidak dipaka oleh orang-orang yang tergolong
mampu?
Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Aparatur Sipil Negra mematuhi perintah yang
diberikan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?
. Tanggung Jawab
Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kesadaran petugas jikaterjadi kesalahan dalam
pel aksanaan pelayanan Surat K eterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?
. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana pengetahuan aparatur dalam pengelolaan
teknologi sistem komputerisasi di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan
Area?
Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keujuran aparatur dalam melaksanakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Keluraha Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?
Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggung jawab aparatur di Kelurahan Kota

Matsum IV Kecamatan Medan Area?



C

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

. Ketetapan Waktu

Menurut Bapak/Ibu, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksnakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Menurut Bapak/Ibu, Apakah penyelesaian Surat Keterangan Tidak Mampu sudah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area ?

Menurut Bapak/Ibu, Langkah apa sgja yang harus dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu?

Menurut Bapak/lbu, Apakah pernah terjadi kendala dalam ketetapan waktu yang
telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum |V Kecamatan Medan Area?

. Sarana dan Prasarana
Menurut Bapak/lbu, Bagaimana cara di Kelurahan Kota cara Kelurahan Kota
Matsum 1V Kecamatan Medan Area dalam rangka menjaga sarana dan prasarana
kerja yang ada (khususnya diruang kantor)?

Menurut Bapak/lbu, Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memenunhi
kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Menurut Bapak/Ibu, Siapa sgja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut
dan apakah ada fasilitas penunjang dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

pelayanan bagi masyarakat?



4. Menurut Bapak/lbu , Hambatan-hamabatan apa sgja yang sering terjadi dalam
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V

Kecamatan Medan Area?



INFORMASI JAWABAN TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI

KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN AREA

Nama : Rangga Karfika Sakti S.STP.M.SP
Umur :34 tahun
Jabatan : PH. Lurah

Pendidikan : S2
Jeniskelamin : Laki-laki
Daftar wawancara

A. Disiplin dan Profesionalisme

1. Menurut Bapak/ibu Aparatur Sipil Negara apakah sudah menjalankan tugasnya
sesuai aturan dengan benar di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan
Area?
Jawab : Disini disiplinnya masih kurang bagus, masih ada satu atau dua orang
yang melanggar peraturan pada jam kerja.

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keahlian dan ketelitian Aparatur Sipil Negara
daam memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak

Mampu di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area?



Jawab : Keahlian dan ketelitian aparatur masih kurang bagus dan ada kesalahan
dalam penulisan nama atau alamat

3. Menurut Bapak/lbu, Apakah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area sudah tepat pada sasaran,
sehingga hak orang miskin tidak dipakai oleh orang-orang yang tergolong
mampu?

Jawab : Belum tepat pada sasaran karena masih banyak juga orang yang sudah
mampu mau membuat Surat Keterangan Tidak Mampu untuk kepentingannya.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Aparatur Sipil Negara mematuhi perintah yang
diberikan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Masih ada belum mematuhi perintah yang diberikan dalam pelayanan,
karena kehadiran aparatur yang masih suka datang terlambat.

B. Tanggung Jawab

1. Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kesadaran petugas jikaterjadi kesalahan dalam
pel aksanaan pelayanan Surat K eterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan, jika cepat petugas
sadar atas kesalahannya akan langsung diperbaikinya dalam waktu itu juga.

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana pengetahuan aparatur dalam pengelolaan

teknologi sistem komputerisasi di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan

Area?



Jawab : Pengetahuan aparatur masih belum dapat dikatakan bagus karena masih
kurangnya ketelitian dan keahlian yang dikerjakannya
3. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keujuran aparatur dalam melaksanakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Keluraha Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?
Jawab: Keujuran aparatur masih ada sgja yang memungut biaya padahal sama
sekali dalam membuat surat apa pun tidak dikenakan biaya sama sekali
4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggung jawab aparatur di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?
Jawab: Tanggung jawab sudah kami tanggungjawabi secara penuh apa yang

menjadi tugas kami itulah yang harus kami kerjakan

C. Ketetapan Waktu

1. Menurut Bapak/lbu, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksnakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Waktunya antara 10 menit atau 5 menit baru selesai.

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah penyelesaian Surat Keterangan Tidak Mampu sudah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area ?

Jawab: Selamaini yang kitalakukan sudah sesuai.



3. Menurut Bapak/Ibu, Langkah apa sgja yang harus dilakukan untuk meningkatkan
pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu?
Jawab: Langkah yang harus dilakukan dengan disiplin nya kerja dan tidak lalai
dengan hal apapun ketika melayani masyarakat.

4. Menurut Bapak/lbu, Apakah pernah terjadi kendala dalam ketetapan waktu yang
telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Pernah, pernah terjadi pemadaman listrik secara tibatiba sehingga
masyarakat yang mengurus Surat K eterangan Tidak Mampu harus menunggu.

D. Saranadan Prasarana

1. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana cara di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan
Medan Area dalam rangka menjaga sarana dan prasarana kerja yang ada
(khususnya diruang kantor)?

Jawab: Dalam menjaga sarana dan sarana masih belum Nampak rapi.

2. Menurut Bapak/lbu, Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memenunhi
kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Sarana di kelurahan sini sudah memada untuk melayani warga yang ada
disini

3. Menurut Bapak/lbu, Siapa sgja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut
dan apakah ada fasilitas penunjang dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

pelayanan bagi masyarakat?



Jawab: Yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut adalah aparatur dan
warga yang berkepentingan

4. Menurut Bapak/lbu , Hambatan-hamabatan apa sgja yang sering terjadi dalam
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?
Jawab: Hambatan nya masih banyaknya pemborosan biaya pada pembelian

kertas yang kurang efisien



INFORMASI JAWABAN TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI

KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN AREA

Nama : M.Syahrizal, SH
Umur :45 tahun
Jabatan : Sekretaris Lurah

Pendidikan :S1
Jeniskelamin : Laki-laki
Daftar wawancara

A. Disiplin dan Profesionalisme

1. Menurut Bapak/ibu Aparatur Sipil Negara apakah sudah menjalankan tugasnya
sesuai aturan dengan benar di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan
Area?
Jawab : Disini disiplinnya masih kurang bagus, masih ada satu atau dua orang
yang melanggar peraturan.

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keahlian dan ketelitian Aparatur Sipil Negara
daam memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak

Mampu di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area?



Jawab : Keahlian dan ketelitian aparatur masih kurang bagus, karena masih
adanya kesadahan dan membuat masyarakat harus bolak balik untuk
memperbaikinya.

3. Menurut Bapak/lbu, Apakah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area sudah tepat pada sasaran,
sehingga hak orang miskin tidak dipakai oleh orang-orang yang tergolong
mampu?

Jawab : Belum tepat pada sasaran yang ada.

4. Menurut Bapak/lIbu, Bagaimana Aparatur Sipil Negara mematuhi perintah yang
diberikan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Masih ada belum mematuhi perintah yang diberikan.

B. Tanggung Jawab

1. Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kesadaran petugas jikaterjadi kesalahan dalam
pel aksanaan pelayanan Surat K eterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan, jika cepat petugas
sadar atas kesalahannya akan langsung diperbaikinya dalam waktu itu juga.

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana pengetahuan aparatur dalam pengelolaan

teknologi sistem komputerisasi di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan

Area?



Jawab : Pengetahuan aparatur dalam mengerjakan surat menyurat masih belum
bagus.

3. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keujuran aparatur dalam melaksanakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Keluraha Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Keujuran, kami buat menurut sesuai dengan data, data dari KK dan
dengan syarat-syarat yang telah diterapkan

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggung jawab aparatur di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab: Tanggung jawab sudah kami tanggungjawabi secara penuh apa yang

menjadi tugas kami itulah yang harus kami kerjakan

C. Ketetapan Waktu

1. Menurut Bapak/lbu, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksnakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Waktunya antara 10 menit atau 5 menit baru selesai.

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah penyelesaian Surat Keterangan Tidak Mampu sudah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area ?

Jawab: Selamaini yang kitalakukan sudah sesuai.



3. Menurut Bapak/Ibu, Langkah apa sgja yang harus dilakukan untuk meningkatkan
pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu?
Jawab: Langkah yang harus kami lakukan dengan ketetapan waktu yang telah
disesuaikan agar meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kami.

4. Menurut Bapak/lbu, Apakah pernah terjadi kendala dalam ketetapan waktu yang
telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Pernah, pernah terjadi ketika dalam hal salah penulisan nama atau alamat.

D. Saranadan Prasarana

1. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana cara di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan
Medan Area dalam rangka menjaga sarana dan prasarana kerja yang ada
(khususnya diruang kantor)?

Jawab: Dalam menjaga sarana dan sarana masih ada sgja petugas yang kurang
rapi dalam menjaganya.

2. Menurut Bapak/lbu, Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memenunhi
kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Saranadi kelurahan sini sudah memadai.

3. Menurut Bapak/lbu, Siapa sgja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut
dan apakah ada fasilitas penunjang dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pelayanan bagi masyarakat?

Jawab: Yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut adalah aparatur dan

warga yang berkepentingan



4. Menurut Bapak/lbu , Hambatan-hamabatan apa sgja yang sering terjadi dalam
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V

Kecamatan Medan Area?

Jawab: Hambatan nya mungkin pada pembelian alat kantor yang masih banyak

pemborosan biaya yang kurang efisien



INFORMASI JAWABAN TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI

KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN AREA

Nama : Daulat Harahap
Umur :52 tahun
Jabatan : Kas Pemerintahan

Pendidikan : SMA
Jeniskelamin : Laki-laki

Daftar wawancara

A. Disiplin dan Profesionalisme

1. Menurut Bapak/ibu Aparatur Sipil Negara apakah sudah menjalankan tugasnya
sesuai aturan dengan benar di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan
Area?

Jawab : Disiplin yang ditentukan biasa sesuai dengan jam kerja hanya sgja
aparatur yang masih datang terlambat

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keahlian dan ketelitian Aparatur Sipil Negara
daam memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak

Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?



Jawab : Keahlian dan ketelitian aparatur masih kurang bagus dalam pengelolaan
sistem komputerisasi.

Menurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area sudah tepat pada sasaran,
sehingga hak orang miskin tidak dipaka oleh orang-orang yang tergolong
mampu?

Jawab : Masih belum tepat pada sasaran yang ada.

. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana Aparatur Sipil Negara mematuhi perintah yang
diberikan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Sebagian masih ada yang kurang mematuhi perintah yang diberikan.

. Tanggung Jawab

Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kesadaran petugas jikaterjadi kesalahan dalam
pel aksanaan pelayanan Surat K eterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Kesadaran petugas yang membuat Surat Keterangan Tidak Mampu
masih ada yang lalai dengan pekerjaan nya sendiri.

. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana pengetahuan aparatur dalam pengelolaan
teknologi sistem komputerisasi di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan
Area?

Jawab : Pengetahuan aparatur dalam mengerjakan surat menyurat masih belum

bagus.



Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keujuran aparatur dalam melaksanakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Keluraha Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Pelaksanaan nya gratis tapi masih ada sgja aparatur yang memungut
biaya.

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggung jawab aparatur di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab: Sampal selesai kami kerjakan walaupun ada kesalahan dalam membuat

SuratK eterangan Tidak Mampu.

. Ketetapan Waktu

Menurut Bapak/lIbu, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksnakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Waktunya antara 10 menit atau 5 menit baru selesai.

. Menurut Bapak/Ibu, Apakah penyelesaian Surat Keterangan Tidak Mampu sudah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area ?

Jawab: Selamaini yang kitalakukan sudah sesuai.
. Menurut Bapak/Ibu, Langkah apa sgja yang harus dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu?



Jawab: Langkah yang harus kami lakukan dengan cara aparatur yang cepat datang
maka akan terlaksnanya pelayanan dengan sesuai waktu

4. Menurut Bapak/lbu, Apakah pernah terjadi kendala dalam ketetapan waktu yang
telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Pernah, masyarakat tidak membawa salah satu syarat yang telah
ditetapkan maka harus mengurus dahulu syarat yang telah diberikan baru bisa
mengurus SKTM dengan cepat.

D. Saranadan Prasarana

1. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana cara di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan
Medan Area dalam rangka menjaga sarana dan prasarana kerja yang ada
(khususnya diruang kantor)?

Jawab: Dalam menjaga sarana dan sarana masih ada sgja petugas yang kurang
rapi dalam menjaganya.

2. Menurut Bapak/lbu, Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memenunhi
kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Saranadi kelurahan kami sudah memadai.

3. Menurut Bapak/lbu, Siapa sgja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut
dan apakah ada fasilitas penunjang dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pelayanan bagi masyarakat?

Jawab: Yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut adalah aparatur dan

warga yang berkepentingan



4. Menurut Bapak/lbu , Hambatan-hamabatan apa sgja yang sering terjadi dalam
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V

Kecamatan Medan Area?

Jawab: Hambatan nya pada masyarakat yang masih suka mencoret meja atau

dinding yang ada di kelurahan sini.



INFORMASI JAWABAN TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI

KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN AREA

Nama :H.M. Hendra
Umur :49 tahun
Jabatan : Kepala Lingkungan |1

Pendidikan : SMA

Jeniskelamin : Laki-laki

Daftar wawancara

A. Disiplin dan Profesionalisme

1. Menurut Bapak/ibu Aparatur Sipil Negara apakah sudah menjalankan tugasnya
sesuai aturan dengan benar di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan
Area?

Jawab : Disini disiplinnya aparatur yang masih belum sesuai padajam kerjanya.

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keahlian dan ketelitian Aparatur Sipil Negara
daam memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak
Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab : Masih ada aparatur yang belum teli dalam membuat Surat Keterangan

Tidak mampu



3. Menurut Bapak/lbu, Apakah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area sudah tepat pada sasaran,
sehingga hak orang miskin tidak dipaka oleh orang-orang yang tergolong
mampu?

Jawab : Belum tepat pada sasaran.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Aparatur Sipil Negara mematuhi perintah yang
diberikan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Semuanya sudah mematuhi tapi tindakannya belum dijalan kan dengan
betul

B. Tanggung Jawab

1. Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kesadaran petugas jika terjadi kesalahan dalam
pel aksanaan pelayanan Surat K eterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan, jika cepat petugas
sadar atas kesalahannya akan langsung diperbaikinya dalam waktu itu juga.

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana pengetahuan aparatur dalam pengelolaan
teknologi sistem komputerisasi di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan
Area?

Jawab : Pengetahuan aparatur dalam mengerjakan surat menyurat masih ada yang

belum ahli pada sistem komputerisasi



3. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keujuran aparatur dalam melaksanakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Keluraha Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Kegujuran, kami buat menurut sesuai dengan data dan syarat prosedur
yang ditetapkan

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggung jawab aparatur di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab: Tanggung jawab sudah kami tanggungjawabi secara penuh.

C. Ketetapan Waktu

1. Menurut Bapak/lbu, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksnakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Waktunya antara 10 menit atau 5 menit baru selesai.

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah penyelesaian Surat Keterangan Tidak Mampu sudah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area ?

Jawab: Selama ini yang dilakukan sudah sesuai walaupun masih banyak
hambatan yang sering terjadi

3. Menurut Bapak/Ibu, Langkah apa sgja yang harus dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu?



Jawab: Langkah yang harus kami lakukan dengan ketetapan waktu yang telah
disesuaikan agar meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kami.

4. Menurut Bapak/lbu, Apakah pernah terjadi kendala dalam ketetapan waktu yang
telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: pernah, pernah terjadi ketika dalam hal salah penulisan nama.

D. Saranadan Prasarana

1. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana cara di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan
Medan Area dalam rangka menjaga sarana dan prasarana kerja yang ada
(khususnya diruang kantor)?

Jawab: Dalam rangka menjaga sarana dan prasarana sudah dijaga dengan baik

2. Menurut Bapak/lbu, Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memenunhi
kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Saranadi kelurahan sini sudah memadai.

3. Menurut Bapak/lbu, Siapa sgja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut
dan apakah ada fasilitas penunjang dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pelayanan bagi masyarakat?

Jawab: Yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut adalah aparatur dan
warga yang berkepentingan.

4. Menurut Bapak/lbu , Hambatan-hamabatan apa sgja yang sering terjadi dalam
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V

K ecamatan Medan Area?



Jawab: Hambatan nya mungkin pada pembelian alat kantor yang masih banyak

pemborosan biaya yang kurang efisien



INFORMASI JAWABAN MASYARAKAT TENTANG AKUNTABILITAS
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN

MEDAN AREA
Nama : Nurhasimah
Umur :48 tahun
Pekerjaan . Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Jeniskelamin : Perempuan

Daftar wawancara

A. Disiplin dan Profesionalisme

1. Menurut Bapak/ibu disiplin aparatur dalam melayani masyarakat di Kelurahan
Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area?
Jawab : Disini disiplinnya aparatur yang masih belum sesuai padajam kerjanya.
2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keahlian dan ketelitian Aparatur Sipil Negara
daam memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak
Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?
Jawab : Masih ada aparatur yang belum teliti dalam membuat Surat K eterangan

Tidak mampu.



Menurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area sudah tepat pada sasaran,
sehingga hak orang miskin tidak dipaka oleh orang-orang yang tergolong
mampu?

Jawab : Belum tepat pada sasran yang ada, kadang masyarakat yang mampu juga
mendapatkannya.

. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana Aparatur Sipil Negara mematuhi perintah yang
diberikan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Semuanya sudah mematuhi.

. Tanggung Jawab

Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kesadaran petugas jikaterjadi kesalahan dalam
pel aksanaan pelayanan Surat K eterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan, jika cepat petugas
sadar atas kesalahan yang dia perbuat maka cepat ditanganinya.

. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana pengetahuan aparatur dalam pengelolaan
teknologi sistem komputerisasi di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan
Area?

Jawab : Masih ada aparatur yang masih kurang tau dalam pengelolaan sistem

komputerisasi



3. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keujuran aparatur dalam melaksanakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Keluraha Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: kejujuran aparatur masih ada yang memungut biaya.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggung jawab aparatur di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab: Masih belum bertanggung jawab aparatur yang berikan kepada kami,

kami yang cukup lama menunggu aparatur yang datang
C. Ketetapan Waktu

1. Menurut Bapak/lbu, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksnakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Waktunya antara 10 menit atau 5 menit baru selesal itu jika tidak terjadi
kendala

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah penyelesaian Surat Keterangan Tidak Mampu sudah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area ?

Jawab: Belum sesuai.
3. Menurut Bapak/Ibu, Langkah apa sgja yang harus dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu?



Jawab: langkah yang harus dilakukan aparatur harus disiplin lagi pada jam kerja
yang telah ditentukan

4. Menurut Bapak/lbu, Apakah pernah terjadi kendala dalam ketetapan waktu yang
telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Pernah.

D. Saranadan Prasarana

1. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana cara di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan
Medan Area dalam rangka menjaga sarana dan prasarana kerja yang ada
(khususnya diruang kantor)?

Jawab: Dalam rangka menjaga sarana dan prasarana belum dijaga dengan bagus
masih belum rapinya kantor yang di lakukan para petugas

2. Menurut Bapak/lbu, Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memenunhi
kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Saranadi kelurahanm sudah memadai.

3. Menurut Bapak/lbu, Siapa sgja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut
dan apakah ada fasilitas penunjang dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pelayanan bagi masyarakat?

Jawab: Yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut adalah aparatur dan

warga yang berkepentingan.



4. Menurut Bapak/lbu , Hambatan-hamabatan apa sgja yang sering terjadi dalam
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Hambatan nya masih kurang kesadaran aparatur dalammelayani

masyarakat yang berkepentingan



INFORMASI JAWABAN MASYARAKAT TENTANG AKUNTABILITAS
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN

PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN

MEDAN AREA
Nama : Marhayati
Umur :53 tahun
Pekerjaan . Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Jeniskelamin : Perempuan

Daftar wawancara

A. Disiplin dan Profesionalisme

1. Menurut Bapak/ibu disiplin aparatur dalam melayani masyarakat di Kelurahan
Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area?
Jawab : Belum disiplin dan professional.

2. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keahlian dan ketelitian Aparatur Sipil Negara
daam memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Tidak
Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab : Keahlian dan ketelitian aparat masih belum bagus.



Menurut Bapak/Ibu, Apakah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu di

Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area sudah tepat pada sasaran,

sehingga hak orang miskin tidak dipaka oleh orang-orang yang tergolong

mampu?

Jawab : Belum tepat pada sasran yang ada, kadang masyarakat yang mampu juga

mendapatkannya.

. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana Aparatur Sipil Negara mematuhi perintah yang
diberikan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Semuanya sudah mematuhi.

. Tanggung Jawab
Menurut Bapak/ibu, Bagaimana kesadaran petugas jikaterjadi kesalahan dalam
pel aksanaan pelayanan Surat K eterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab : Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan, jika cepat petugas
sadar atas kesalahan yang dia perbuat maka cepat ditanganinya, jika tidak kami
harus bolak balik ke kantor untuk memperbaikinya

. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana pengetahuan aparatur dalam pengelolaan

teknologi sistem komputerisasi di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan

Area?

Jawab : Masih ada aparatur yang masih kurang tau dalam pengelolaan sistem

komputerisasi



3. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana keujuran aparatur dalam melaksanakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Keluraha Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: kejujuran aparatur masih ada yang memungut biaya.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggung jawab aparatur di Kelurahan Kota
Matsum IV Kecamatan Medan Area?

Jawab: Masih belum bertanggung jawab aparatur yang berikan kepada kami,

kami yang cukup lama menunggu aparatur yang datang
C. Ketetapan Waktu

1. Menurut Bapak/lbu, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksnakan
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Waktunya antara 10 menit atau 5 menit baru selesal itu jika tidak terjadi
kendala

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah penyelesaian Surat Keterangan Tidak Mampu sudah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area ?

Jawab: Belum sesuai.
3. Menurut Bapak/Ibu, Langkah apa sgja yang harus dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu?



Jawab: Langkah yang harus dilakukan aparatur harus disiplin lagi pada jam kerja
yang telah ditentukan

4. Menurut Bapak/lbu, Apakah pernah terjadi kendala dalam ketetapan waktu yang
telah ditentukan di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Pernah.

D. Saranadan Prasarana

1. Menurut Bapak/lbu, Bagaimana cara di Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan
Medan Area dalam rangka menjaga sarana dan prasarana kerja yang ada
(khususnya diruang kantor)?

Jawab: Dalam rangka menjaga sarana dan prasarana belum dijaga dengan bagus
masih belum rapinya kantor yang di lakukan para petugas

2. Menurut Bapak/lbu, Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memenunhi
kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Kota Matsum 1V Kecamatan Medan Area?

Jawab: Saranadi kelurahanm sudah memadai.

3. Menurut Bapak/lbu, Siapa sgja yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut
dan apakah ada fasilitas penunjang dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pelayanan bagi masyarakat?

Jawab: Yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut adalah aparatur dan

warga yang berkepentingan.



4. Menurut Bapak/lbu , Hambatan-hamabatan apa sgja yang sering terjadi dalam
pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Kota Matsum 1V
Kecamatan Medan Area?

Jawab: Hambatan nya masih kurang kesadaran aparatur dalammelayani

masyarakat yang berkepentingan
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